
BUPATIBANGKALAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BANGKALAN 
NOMOR 8 TAHUN 2019 

'tENTANG 
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BANGKALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 123 Ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tent an g Tata CaI"a PeI"encanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
DaeI"ah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

Mengingat 

b . bahwa dengan diberlakukannya Peraturan daerah Kabupaten 
Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 
2018-2023 yang meI"Upakan acuan dalam perencanaan 
pembangunan di Kabupaten Bangkalan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Rencana Strategis 
(Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bangkalan dengan PeI"atuI"an Bupati 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pere n can a an Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI" 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 3101); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 S ten tang 

Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/D); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 

1/D); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2018 Nomor 3/A ); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 55); 

15. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 6/A). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan; 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan. 
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan 
Tahun 2018-2023. 

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 ( satu) 
tahun. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
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BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal2 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 memuat tujuan, 

sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka 
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan 
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 

Perangkat Daerah yang disusun berpedornan kepada RPJMD dan 

bersifat indikatif. 

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan 
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. 

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun 

Renja Perangkat Daerah dan digunakaan sebagai bahan 
penyusunan rancangan RKPD. 

Pasal3 

Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai 

berikut: 

Bab I : Pendahuluan 
Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 
Bab HI ·. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 
Bab IV : Tujuan dan Sasaran 
Bab V : Strategi dan Arab Kebijakan 
Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 
Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 
Bab VIU : Penutup 

Pasal 4 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebanyak 52 (lima puluh dua) 

yang terdiri dari : 
a. 34 (tiga puluh empat) Renstra yang meliputi : Sekretariat 

DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Badan/Dinas 
Daerah; 

b. 18 (delapan belas) Kecamatan. 

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

1m. 
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Pasal5 

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Renstra Perangkat Daerah 
dituangkan dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala 
Daerah yang tertuang da\am RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 
2018-2023. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal6 

( 1) Kepala Perangkat Daerah me1akukan pengenda]ian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. 
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan 

evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala 
Bappeda. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal.7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Bangkalan. 

Ditetapkan di Bangkala,p g 
gal 2 2 APR L01 

N, 

n.w-..~ .. I 

PBERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019 
NOMOR ?IE. 


